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Pada hari ini Kamis tanggal enam Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, kami yang

bertandatangan dibawah ini

1. Dr. Dra. Sujinah, M.Pd . Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah
Surabaya, bertindak atas nama Rektor
Universitas Muhammadiyah Surabaya yang
selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

2. Dr. Asri Wijayanti, M.H : Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya,
dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan

ketua pelaksana penelitian tahun anggaran 2020
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian  penugasan im berdasarkan pada amandemen kedua amandemen kontrak

penelitian nomor : 010/SP2H/AMD/LT/MULTL/L7/2020

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan;

2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19);

(]

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Keputusan Presiden Nemor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
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Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Keschatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19),

teri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokast
Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4
tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan
negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona (COVID-19),
Keputusan Kepala Badan Nasiona! Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun
2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun
2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia,

Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30
April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset Dan
Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi
Nasional Republik Indonesia Nomor 26/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset Dan
Pengembangan Nomor 10/E1/Kpt/2020 Tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Di
Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020



Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap
implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini

didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut diatas,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

menyebabkan terjadinya refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di
seluruh Kementerian/Lembaga.

bahwa sebagai tindaklanjut refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun
2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B
196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran
Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala
Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi.

. bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di

atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan
refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya
Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);

bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor
010/SP2H/LT/MULTI/L7/2019 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan
dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi
kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan
oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat
digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);

bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor
010/SP2H/LT/MULTY/L7/2019 dinyatakan bahwa Penstiwa atau kejadian yang
dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian
ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade,
peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan
pemerintah dalam bidang e¢konomi dan moneter yang secara nyata

berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.



Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan amandemen Kontrak
Penelitian Nomor 010/SP2H/LT/MULTI/L7/2019.

Pasal 1
Beberapa  ketentuan  dalam  pasal-pasal  Kontrak  Penelitan  Nomor
010/SP2H/LT/MULTI/L7/2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima tugas tersebut untuk melaksanakan hibah skema Penelitian Dasartahun 2020
dengan judul “Model Advokasi Serikat Pekerja Dalam Sengketa Hubungan

Industrial Berbasis Kebenaran Formal di Indonesia”.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan
keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban
menyerahkan semua bukti-bukti pengetuaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam
bendel  laporan  yang  tersusun  secara  sistematis kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 3

(1) PIBHAK PERTAMAmenyalurkan dana untuk kegiatan penelitian sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 sebesar Rp 295.330.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga
ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.

(2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMAkepada PIHAK KEDUAdengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembayaran tahap pertama 100% sebesar Rp 295.330.000 (dua ratus sembilan
puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite
Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer KeluaranPenelitian.

¢. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengunggahan dokumen ke laman
SIMIITABMAS serta menyerahkan salinan dalam bentuk hardcopy kepada
PIHAK PERTAMA sebagai arsip, keduanya dilaksanakan paling lambat tanggal
10 Desember 2020. Adapun dokumen yang dimaksud sebagai berikut:



1. Revisi proposal penelitian

Catatan harian pelaksanaan penelitian

Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang

oW

telah ditetapkan
5. Laporan akhir penelitian

d. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan
dengan ketentuan apabila revisi proposal penclitian telah diunggah oleh PIHAK
KEDUA ke laman SIMLITABMAS.

e. PIHAK KEDUA wajib menyimpan hardcopy dokumen yang dimaksud dalam ayat
2 huruf ¢ sebagai arsip pribadi.

f PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut
pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran
sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

g. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan
ke Kas Negara

Pasal 4
Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dibayarkan kepada PIHAK
KEDUA melalui transfer rekening yang diajukan dan atas nama PIHAK KEDUA,

Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil dan luaran
program hibah penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan/atau publikasi ilmiah
sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
(2) Perolehan hasil sebagaimana di maksud pada pasal 5 ayat (1) dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6
(1) Biaya luaran tambahan (jika ada) akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada
bulan Oktober setiap tahun.
(2) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid olch PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah
diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 7



adap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah
Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Pasal 8

(1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2020, maka PIHAK

Perubahan terh

KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satuan
aggota tim kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Apabila PTHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada penggant:
ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka PIHAK KEDUA harus
mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA vang selanjutnya disetor ke Kas
Negara.

(3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA,

Pasal 9

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah
Penelitian, PTHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan/atau belum/tidak
mengirim dokumen, maka akan tetap ditagih oleh penyedia anggaran sesuai dengan
Jenis pelanggaran dan/atau diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara.

(2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) disetorkan ke Kas
Negara dengan foto copy bukti setoran yang telah divalidasi oleh KPPN setempat dan
diserahkan kepada penyedia anggaran melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
(1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Penelitian Produk Terapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah
Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak
sesual dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut
dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah
Tahun 2020 yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor
ke Kas Negara.
(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada PIHAK
PERTAMA,
Pasal 11



v MSR AK PERTAMA

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN
dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kantor
pelayanan pajak setempat sebagai berikut:
1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:

a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak

memiliki NPWP.
b. Untuk golongan I'V sebesar 15%,; dan

3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Hak atas kekayaan intelektual vang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah
Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat vang dibeli dan kegiatan
ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat
melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan perjanjian tni akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan
mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mutakat
maka penyelesaian dilakukan melalu proses hukum.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14
Perjanjian penugasan pada amandemen kedua amandemen kontrak penelitian ini dibuat

rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

NID .0002066901




